ALAT BUKTI AKTA DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA
Oleh: DR. H. Insyafli, M.H.I.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

I. Pengantar
Pasal 1865 BW menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Ketentuan seperti itu juga terdapat dalam pasal 163 HIR /283 Rbg. Jadi, berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat diambil suatu ajaran tentang pembuktian yaitu: Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatnya, sedangkan Tergugat wajib pula membuktikan dalil-dalil bantahan atau sanggahannya.
Alat bukti tulisan adalah suatu istilah yang juga disebut dengan alat bukti surat. Dalam Pasal 1866 KUH Perdata alat bukti tulisan atau surat disebutkan dalam urutan pertama di antara alat-alat bukti menurut hukum acara perdata. Kenapa alat bukti tulisan atau surat dicantumkan sebagai alat bukti pada urutan pertama? Setidaknya ini dapat dipahami bahwa alat bukti tulisan atau surat adalah merupakan alat bukti yang umum dan lazim dijadikan sebagai alat bukti apalagi bukti di sidang pengadilan dibandingkan dengan alat bukti yang lainnya. Apalagi mengingat bahwa di masa sekarang ini semua tindakan hukum selalu dicatat atau dituliskan dalam berbagai bentuk surat yang memang sengaja disiapkan sebagai alat bukti pada masa yang akan datang. 
Kadangkala apabila kita kurang teliti memahami serba-serbi tentang alat bukti tertulis ini, kita bisa keliru di dalam memberi nilai kepada alat bukti tersebut, apakah termasuk akta otentik atau akta di bawah tangan, atau termasuk kelompok surat lainnya, misalnya ada surat yang dibuat oleh seorang pemuka adat sebagai kesepakatan adat setempat, atau surat yang dibuat oleh ulama setempat tentang hasil musyawarah yang dilakukan antara kelompok dalam masyarakat atau yang dibuat oleh kepala Dusun atau Kepala Desa, apakah tulisan atau surat tersebut termasuk kelompok akta otentik, atau akta di bawah tangan atau kelompok akta lainnya? Untuk menjawab pertanyaan di atas maka penulis mencoba menjelaskannya dalam tulisan yang tidak terlalu panjang ini. 
II. Pembahasan
Untuk lebih memahami substansi dari alat bukti tulisan atau surat maka terlebih dahulu akan diuraikan apa pengertian tulisan atau surat tersebut?
Menurut M. Yahya Harahap. S. H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan  halaman 559[footnoteRef:1] dijelaskan sebagai berikut "Pengertian tulisan dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut, pertama dari segi yuridis. Dari segi yuridis kaitannya alat bukti tulisan dapat dijelaskan dari berbagai aspek: [1:  M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 559] 

a. Bukti tulisan memuat tanda bacaan berupa aksara dalam berbagai aksara yang dikenal dalam masyarakat. Baik aksara Melayu, aksara Arab, aksara Latin maupun aksara daerah seperti aksara Bugis, Jawa dan lain-lainya. Disini tidak ada perbedaan tentang aksara yang digunakan sepanjang aksara tersebut bisa dipahami baik langsung oleh pihak-pihak maupun melalui juru terjemah, lagi pula aksara itu hanyalah lambang dari kata yang menggambar kehendak atau keinginan dari para penulisnya.
b. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan. Agar aksara tersebut dapat memberikan suatu pengertian yang dapat dimengerti olet pihak-pihak yang membuatnya. Artinya kata-kata itu harus berbentuk kalimat sempurna yang mempunyai arti atau kandungan sebagai pengungkap dari keinginan dari para pembuatnya.
c. Dibuat dalam bahan tulisan. Pada lazimnya suatu tulisan itu dibuat pada bahan kertas namun dulu juga ada yang dubuat di atas bahan kayu, kulit atau bahan untuk menulis lainnya. Problemnya adalah bagaimana menghadirkan dan menyimpan bukti tulisan yang dibuat di atas kayu atau kulit binatang, meskipun kemungkinan alat bukti seperti ini di zaman sekarang sudah semakin sedikit kalau tidak kita katakan tidak ada, tapi barangkali bisa kita alih mediakan ke dalam media lain seperti foto, yang disimpan dalam file dokumen tertulis.
d. Ditandatangani oleh pihak yang membuat. Dihubungkan dengan penggunaannya sebagai alat bukti suatu tulisan harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1869 dan Pasal 1874 KUH Perdata[footnoteRef:2] dimana dalam kedua pasal tersebut ditegaskan bahwa suatu bukti tulisan atau surat harus ditandatangani oleh pihak atau pihak-pihak yang membuatnya. Dalam penandatanganan ini tentu juga harus kita antisipasi tentang cap jempol yang berlaku bagi orang yang tidak tau baca tulis dengan persyaratan-persyaratannya, misalnya harus dilegalisir atau diketahui oleh pejabat yang berwenang untuk itu. [2:  Tentang penandatanganan akta oleh pihak-pihak yang membuatnya dalam didalami melalui Pasal Pasal 1869 dan Pasal 1874 KUH Perdata.] 

e. Untuk kesempurnaan suatu bukti tulisan disamping adanya tanda tangan para pihak yang membuatnya juga harus dicamtumkan tanggal hari pembuatannya. Mengingat pada masa-masa dahulu banyak juga orang tua-tua di pedesaan yang menggunakan penanggalan Hijriyah atau penanggalan Jawa, maka oleh karena itu kita juga harus mengakomodirnya dalam bentuk penggunaan penanggalan bermacam-macam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
Berdasarkan pengertian-pengertiannya sebagaimana di atas maka dapat disimpulkan bahwa foto dan peta tidak bisa disebut sebagai bukti tulisan atau bukti surat, karena tidak memenuhi kriteria sebagai suatu tulisan atau surat. Dimana foto dan Peta tidak menggunakan aksara, dan kalimat-kalimat sebagaimana yang diuraikan di atas.
[bookmark: _GoBack]Memahami dari pengertian bukti tulisan di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk pengertian bukti tulisan bisa dipersamakan dengan pengertian bukti surat dan bukti akta.
III. Macam-macam Bukti Tulisan
Di dalam kenyataan sehari-hari, bukti tulisan itu dibuat oleh berbagai pihak, baik oleh pejabat yang berwenang seperti  Akta jual Beli tanah yang dibuat oleh PPAT, atau Akta perjanjian yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, atau Sertifikat Tanah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang di Badan Pertanahan Nasional atau Buku Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah atau Akta Ikrar Wakaf yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan sejumlah akta lainnya yang dibuat oleh Pejabat yang diberi kewenangan untuk itu oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akta-akta  tersebut digunakan oleh masyarakat kita untuk kepentingan yang bermacam-macam, bahkan ada juga akta atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara di bawah tangan tidak oleh atau di hadapan Pejabat yang berwenang tadi, dan bahkan ada kwitansi yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak saja dan banyak lagi bentuk bukti tulisan yang berlaku dan digunakan di tengah-tengah masyarakat.
Tentu saja antara satu jenis akta dengan jenis akta lainnya, memiliki nilai pembuktian dan kekuatan pembuktian yang berbeda-beda antara satu sama lain, oleh karena itu berikut ini akan dijelas perbendaan nilai bukti dan kekuatan pembukti yang dimiliki oleh masing-masing akta atau surat atau bukti tulisan tersebut.
a. Akta Otentik.
Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perudang-undangan.
Untuk lebih jelasnya mengenai akta otentik ini mari kita lihat langsung teks lengkapnya di dalam Pasal 285 Rbg.”Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta.itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu”. (KUHperd. 1868, 1870 dst.; KUHp 380; IR. 165.)
Ada dua kriteria dari suatu akta otentik, yang pertama akta otentik itu dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Kriteria kedua adalah akta otentik dibuat sesuai bentuk atau format yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu contoh saja dari akta otentik adalah Putusan Hakim. Putusan Hakim adalah termasuk akta otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang beredasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Hakim berwenang membauat suatu putusan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53[footnoteRef:3], yang berbunyi: “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya” Dalam pasal ini secara jelas bahwa hakim oleh undang-undang diberi kewenangan membuat penetapan dan putusan.. [3: Pasal Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, dapat dipakai sebagai dasar bahwa putusan hakim adalah akta otentik, sedangkan untuk melihat apa saja isi putusan hakim itu dapat ditelusuri melalui Pasal 195  Rbg. ] 

Bagaimana isi atau kandungan putusan hakim harus dibuat diantaranya diatur dalam beberapa Pasal dalam Rbg sebagai berikut:
Pasal 194 Rbg ditegaskan bahwa di dalam surat keputusan harus disebutkan: 
1. Biaya perkara yang harus dibayar oleh suatu pihak, tidak termasuk biaya yang timbul sesudah ada putusan, dan hal ini, jika perlu, akan diperhitungkan kemudian oleh ketua; 
2. Jumlah biaya, kerugian dan bunga, jika putusan itu mengandung penghukuman untuk membayarnya. (Rv. 607, 610; IR. 183.) 
3. Pasal 195. (1) Keputusan hakim harus memuat secara singkat tetapi jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya, begitu pula tentang dasar-dasar keputusan itu dan apa yang dimaksud dalam pasal 7 RO. 
4. Dan akhirnya putusan pengadilan negeri mengenai gugatan pokoknya serta biayanya dan mengenai para pihak mana yang hadir pada waktu putusan diucapkan. 
5. Keputusan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang pasti harus menyebutkan peraturan-peraturan itu. (RO. 7, 30 dst.; 
6. Surat-surat keputusan ditandatangani oleh ketua dan panitera.
7. Pasal 196. (1) putusan yang tidak merupakan putusan akhir, meskipun diucapkan di dalam sidang pengadilan, tidak dibuatkan tersendiri melainkan hanya dicatat dalam berita acara. 
8. Para pihak, atas biaya sendiri, dapat memperoleh turunan otentik dari catatan-catatan demikian.
9. Pasal 197. (1) panitera membuat satu berita acara dari tiap-tiap perkara yang mencatat tiap-tiap kejadian di dalam sidang dan juga nasihat/pertimbangan yang diberikan oleh pejabat yang disebut dalam pasal 7 RO. (2) tidak disebutkan apakah putusan diambil dengan suara terbanyak atau dengan suara bulat. 
10. Berita acara ini ditandatangani oleh ketua dan panitera.
11. Pasal 198. (1) Jika ketua berhalangan untuk menandatangani surat keputusan atau berita acara di sidang pengadilan, maka surat itu ditandatangarti oleh anggota sidang yang langsung ada di bawahnya yang ikut duduk dalam majelis. 
12. Jika panitera yang berhalangan, maka hal itu dengan tegas dicatat dalam surat keputusannya atau di dalam berita acara sidang.
Sedangkan mengenai format atau bentuk putusan berupa Judul Putusan, Nomor Putusan, kalimat Bismillahirrahmanirrahim khusus bagi Putusan Peradilan Agama, dan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan format seterusnya tidak di atur dalam pasal-pasal Rbg atau HIR tetapi diatur secara tersendiri di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.
Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa putusan hakim adalah diantara contoh akta otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang yakni Hakim, dan menurut bentuk yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di kantor pengadilan banyak akta yang bisa dikategorikan sebagai akta otentik, semisal Penetapan-penetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan, Akta Cerai yang dibuat oleh Panitera, Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti yang bersidang, Berita Acara Sita dan Berita Acara Eksekusi yang dibuat oleh Juru Sita dan lain-lain sebagainya.
Akta otentik memiliki kekuatan sempurna dalam bahasa Rbgnya disebut bukti lengkap dan mengikat, dalam arti kata bahwa sepanjang mengenai keterangan yang ada dalam akta tersebut, maka akta tersebut mempunyai kekuatan sempurna, yakni menjadi bukti yang sempurna tidak membutuhkan bukti lain dan mengikat artinya hakim tidak bisa menafsirkan lain selain dari apa yang tertera dalam akta otentik tersebut.
b. Akta di Bawah Tangan
Didalam Rbg mengenai akta di bawah tangan ini diatur di dalam Pasal 286 Rbg yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah”.
Akta di bawah tangan adalah suatu bukti berupa akta atau surat yang dibuat bukan oleh Pejabat Yang berwenang, atau bukan di hadapan pejabat yang berwenang, seperti suatu surat perjanjian jual beli yang dibuat di hadapan Lurah, atau Ketua RT atau kesepakatan yang dibuat di hadapan Ulama atau pimpinan Desa dan lain-lain sebagainya. Yang membuat akta itu adalah kedua belah pihak tetapi disaksikan oleh pimpinan seperti yang disebutkan di atas, maka akta atau surat bukti seperti itu dikategorikan sebagai akta di bawah tangan.
c. Penilaian Terhadap Bukti Akta Oleh Hakim
Ketika Hakim menilai bukti yang diajukan kepadanya baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan harus benar-benar dapat membedakan antara keduanya, karena kekuatan pembuktian dan nilai pembuktian kedua akta tersebut sangat jauh berbeda, kesalahan di dalam menilai kedua macam akta tersebut akan berakibat kesalahan dalam pembuktian secara keseluruhan, oleh karena itu sekali lagi bagi Hakim sangat penting artinya pemahaman yang benar terhadap substansi akta otentik dan akta di bawah tangan.
Sebagai suatu ilustrasi dan hanya sekedar sebagai contoh tentang penilaian yang keliru terhadap bukti akta ini, adalah apa yang diingatkan oleh Ketua Kamar Agama MA RI, dalam suatu kesempatan dengan kalimat sebagai berikut, “Ada lagi pemahaman hakim kita yang keliru tentang pengertian akta autentik, sehingga catatan hasil musyawarah keluarga/kampung yang diketahui oleh pemuka adat/ulama atau orang yang dituakan di kampung itu dipandang sebagai akta autentik sehingga memiliki bukti sempurna sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1870 KUH Perdata”
Info ini cukup menarik, dimana ada Hakim Pengadilan Agama yang berpendapat di dalam putusannya bahwa catatan hasil musyawarah keluarga yang diketahui oleh pemuka adat/ulama setempat adalah dinilai sebagai akta otentik, padahal akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang, menurut bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang, sebagaimana disinggung di atas. Sedangkan catatan hasil musyawarah keluarga yang diketahui oleh pemuka adat atau ulama setempat tidak memenuhi kriteria sebagai akta otentik, paling-paling catatan seperti itu dapat dinilai sebagai akta di bawah tangan. Jadi catatan sebagaimana tersebut di atas yang tidak memenuhi kriteria sebagai akta otentik, tidak dapat dinilai sebagai bukti akta otentik dan tidak memiliki pembuktian sempurna atau bukti lengkap.
Kecuali apabila suatu akta di bawah tangan itu diakui kebenaran tanda tangan dan kebenaran isinya oleh pihak tersebut. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 288 Rbg yang selengkapnya sebagai berikut. “Akta-akta di bawah tangan yang berasal dari orang Indonesia atau orang Timur Asing yang diakui oleh mereka yang berhubungan dengan pembuatan akta itu atau yang secara hukum diakui sah, menimbulkan bukti yang lengkap terhadap mereka yang menandatanganinya serta para ahli waris dan mereka yang mendapat hak yang sama seperti suatu akta otentik. (KUHperd. 1875.) Dalam hal seperti ini maka akta dibawah tangan yang diakui tersebut dapat dinilai meiliki pembuktian yang sempurna atau lengkap bagi para pihak.
Semula bukti akta dibawah tangan itu tidak sempurna atau tidak lengkap maka dengan pengakuan pihak lawan itu, maka kekuatan pembuktiannya berubah menjadi sempurna dan lengkap karena adanya pengakuan tersebut.  Jadi, yang membuat akta di bawah tangan itu berubah nilai pembukatiannya menjadi sempurna adalah pengakuan tersebut bukan akta itu sendiri.

IV. Penutup
Dengan memahami pengertian bukti surat dan membedakannya menjadi bukti akta otentik dan akta di bawah tangan, maka dapat kita mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Bukti Tulisan atau juga disebut bukti surat atau disebut juga bukti akta adalah alat bukti yang sengaja dibuat sebagai bukti di belakang hari dan diajukan di hadapan sidang pengadilan dalam bentuk tertulis, yang mengandung makna atau pengertian ada sesuatu perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang berperkara.
2. Pada umumnya di masa sekarang ini semua perjanjian atau perikatan antara pihak-pihak tersebut selalu ditulis dalam bentuk akta.
3. Sesuai dengan bentuk dan format pembuatannya, akta itu dibedakan antara dua macam, pertama akta otentik dan kedua akta di bawah tangan.
4. Di dalam praktek pembuktian dalam persidangan hakim hakim jeli dalam menilai mana yang sebagai akta otentik yang memiliki bukti sempurna dan mana yang sebagai akta di bawah tangan yang tidak memiliki bukti sempurna.
5. Kekeliruan di dalam menilai dan memberi nilai kepada akta otentik dan akta di bawah tangan berakibat putusan hakim akan menjadi keliru dan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 Oktober 2023


Penulis.
4

